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CATATAN ATAS LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
PADA PUSAT VETERINER FARMA SURABAYA
(018.06.0500.237551.000.KD)

PERIODE PELAPORAN TAHUN 2019

I, PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah:

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara / Daerah;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan
dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.6/2015;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas
Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015:

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
52/PMK.06/2016;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun

Standar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.068/2014 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan

Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 65/PMK.06/2016:

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman
Penyusunan  dan  Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian
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Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;

15, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara

Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas
Pemerintah Pusat;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara

Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang
Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tatacara
Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan
Barang Milik Negara ;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan
Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan
Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Penerapan
Penyusutan;

18.

19.

21.
22.
23.
pLS

25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KM.6/2013 tentang Tabel Masa

Manfaat Barang Milk Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah
Pusat;

26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KM.6/2013 tentang Pedoman

Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada
Kementerian/Lembaga;

27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul

Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah
Pusat;

28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 616/KMK.6/2015 tentang Modul

Pemanfaatan Barang Milik Negara:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat
Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada
Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018;

30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang  Modul

Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik
Negara.

29.
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Benkut ini merupakan keterangan/informaal yang  periu diungkapkan terkat
pelaksanaan penyerahan Barang Milik Negara ldle

C. INFORMASI TERKAIT BMN YANG TELAH DIUSULKAN PENGHAPUSAMNMNA KEPADA
PENGELOLA BARANG

1. Daftar barang hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pangelola
Barang

Tidak terdapat Barang Milik Negara Hilang yang telah diusulkan penghapusannya
kepada Pengelola Barang pada PUSAT VETERINER FARMA SURABAYA
(018.06.0500.237551.000.KD) per 31 Desember 2019

2 Daftar barang dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya
kepada Pengelola Barang

Tidak terdapat Barang Milik Negara Rusak Berat yang telah diusulkan
penghapusannya kepada Pengelola Barang pada PUSAT VETERINER FARMA
SURABAYA (018.06.0500.237551.000.KD) per 31 Desember 2019

D. BMN BERUPA BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA
(BPYBDS)
Tidak terdapat Barang Milik Negara yang masuk sebagai Bantuan Pemerintan Yang
Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada PUSAT VETERINER FARMA
SURABAYA (018.06.0500.237551.000.KD) per 31 Desember 2019

E. PERMASALAHAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Permasalahan-permasalahan  yang perlu  disampaikan terkait dangan
pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara antara lain :
- Penatausahaan BMN terkait dengan Instansi lain.

F. LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan Barang
Milik Negara pada PUSAT VETERINER FARMA SURABAYA
(018.06.0500.237551.000.KD), langkah-langkah strategis yang dilakukan antara lain
sebagai berikut:

J

«

- Koordinasi dengan Instansi tarkait.

nggung Jawab UAKPB
USAT VETERINER FARMA

UNG BUGANDA M St
9761§252003121001
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